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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2017

LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021;

6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu  Kabupaten Purbalingga;

7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga. 

PERENCANAAN STARTEGIS

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahap menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari eksport produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja, profesionalisme, inovasi serta secara proaktif melaksanakan peran dimaksud. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu  “Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”. 

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 pada misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya indsutri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokasl serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja. Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
TUJUAN 
Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya realisasi investasi baru; 
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan 
KEBIJAKAN  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari berbagai permasalahan, tantangan, yang dihadapi baik internal maupun eksternal serta peluang dan kemampuan yang dimiliki. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMPTSP menetapkan kebijakan sebagai berikut :   

1. Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD
2.  Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;

3.  Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi

4.  Mendorong terjalinnya kemitraan investasi

5.  Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi

6.  Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi investasi 

7.  Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan 

8.  Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan

9.  Melaksanakan sosialisasi perizinan

10. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah

11. Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung jadi, izin antar alamat)

12. Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line

13. Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP

14. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai

PROGRAM  DAN KEGIATAN
Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan. Penetapan program pembangunan disusun dan dikelompokkan berdasarkan Misi dan urusan pembangunan. Urusan Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yang termasuk dalam misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pmerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya indsutri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja.
Urusan penanaman modal ditetapkan 2 (dua) program,  ditambah 1 program pendukung, yaitu : 
1. Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi; 

2. Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu, dan. 

3. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah (pendukung)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut : 

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

b) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

f) Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD

2. Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah

b) Business Gathering (Temu Usaha)

c) Updatting Buku Induk Penanaman Modal

d) Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi

e) Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal

3. Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah

b) Akuisisi Arsip Perizinan

	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF SKPD TAHUN 2017
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	SKPD :
	
	Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
	Rencana Tahun 2017
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I
	Program Penguatan Kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
	Terciptanya kelembagaan pemerintah daerah yang kuat, transparan dan pasti
	Purbalingga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	1
	Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
	Terpenuhinya bahan dan jasa kebutuhan kantor
	DPMPTSP
	1
	1 paket bahan habis pakai untuk 12 bulan
	        261.345.000 
	APBD II
	 
	100%
	        265.000.000 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	2
	1 paket alat listrik dan elektronik untuk 12 bln
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	3
	1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 12 bln
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	4
	1 paket pengisian tabung LPG untuk 12 bln
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	5
	1 paket bendera, umbul - umbul, spanduk
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	6
	1 paket barang cetak dan penggandaan untuk 12 bulan
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	1 paket belanja lain - lain
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	2
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
	Lokal, Regional, Nasional
	1
	90 kegiatan
	        150.000.000 
	APBD II
	 
	100%
	        152.500.000 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	2
	50 kegiatan
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	3
	12 kegiatan
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	3
	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 
	DPMPTSP
	Pemeliharaan untuk 12 bulan
	        235.000.000 
	APBD II
	 
	100%
	        235.000.000 

	 
	 
	
	4
	Pengadaan sarana dan prasarana kantor
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasrana kantor
	DPMPTSP
	 
	 
	        130.000.000 
	APBD II
	 
	100%
	        141.500.000 

	 
	 
	
	5
	Pendidikan, pelatihan pegawai dan peningkatan kapasitas ASN
	Peningkatan kompetensi pegawai DPMPTSP
	Menyesuaikan
	1
	10 orang diklat
	           35.000.000 
	APBD II
	 
	100%
	           37.500.000 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	2
	31 orang pegawai untuk peningkatan kapasitas
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	6
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD
	Tersusunya LAKIP, LPP, LKPJ, RENJA dan LK-SKPD
	DPMPTSP
	5 paket dokumen
	           10.000.000 
	APBD II
	 
	100%
	           10.000.000 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	II
	Program Promosi pemasaran potensi dan fasilitasi  investasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	7
	Promosi dan pemasaran potensi daerah
	Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah
	Semarang, Solo, Jakarta
	Promosi potensi investasi di 2 pameran promosi investasi
	        100.000.000 
	APBD II
	 
	100%
	        110.000.000 

	 
	 
	
	8
	Business gathering (temu bisnis)
	Terlaksananya pelaksanaan business gathering
	Purbalingga, tempat investor
	Temu bisnis 2 kali kegiatan
	           50.000.000 
	APBD II
	 
	100%
	           55.000.000 

	 
	 
	
	9
	Updating/penyusunan buku induk penanaman modal dan Kajian 
	Tersusunya informasi penanaman modal
	Purbalingga
	1
	1 paket buku Induk PM
	           50.000.000 
	APBD II
	 
	100%
	           55.000.000 

	 
	 
	
	
	investasi
	 
	 
	 
	2
	1 paket buku kajian investasi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	10
	Sosialisasi perizinan dan promosi investasi
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi perizinan dan promosi investasi kepada pegawai DPMPTSP dan petugas pelaksana perizinan tingkat kecamatan di kab. Purbalingga
	Purbalingga
	Sosialisasi kepada masyarakat di 18 kec.
	           50.000.000 
	APBD II
	 
	100%
	           55.000.000 

	 
	 
	
	11
	Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
	Terlaksananya kunjungan wasdal ke pelaku usaha tiga  (3) bulan sekali (30 perusahaan)
	Purbalingga
	Pengawasan ke perusahaan 4 kegiatan dan pembuatan buku laporan tribulan dan semesteran
	           30.000.000 
	APBD II
	 
	100%
	           30.000.000 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	III
	Program peningkatan pelayanan perizinan 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	12
	Pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan
	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan
	Purbalingga
	750 obyek dan subyek perizinan
	        440.400.000 
	APBD II
	 
	100%
	        440.400.000 

	 
	 
	
	13
	Akuisisi arsip perizinan
	Tertibnya penataan arsip di DPMPTSP kab. Purbalingga
	DPMPTSP
	2400 berkas perizinan, SPJ dan kepegawaian
	           15.000.000 
	APBD II
	 
	100%
	           15.000.000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     1.556.745.000 
	 
	 
	 
	     1.601.900.000 

	Renja 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	Purbalingga,                                     2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
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Kabupaten Purbalingga
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